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BAB II 

TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN REHABILITASI. 

A. Tindak Pidana. 

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam 

menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas 

dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, 

tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu 

mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas 

(Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu 

dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin 

sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege  (tidak ada delik, tidak 

ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von 

feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud 

mengandung tiga pengertian yaitu:19 

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan 

undang-undang. 

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 

analogi. 

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 

                                                           
19Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25-27 
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Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas 

tiga suku kata yaitu, straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar 

diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, 

peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari 

starbaarfeit tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya 

disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata 

delictum.20 

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang 

dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk 

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang 

menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan 

bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk 

kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat 

menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut 

telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga 

atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala 

bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan 

bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang 

telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman 

pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.21 

                                                           
20Ibid, hlm. 28 
21 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, 

hlm.33 
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Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan 

istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-

kadang digunakan untuk pergantian perkataan “straft”, tetapi menurut beliau 

istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman22. Menurut Muladi “Istilah 

hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai 

arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan 

bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam 

bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, 

moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang 

lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang 

dapat menunjukan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak 

pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para 

pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut 

mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan 

mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana 

dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.23 

Pengertian tindak pindana menurut para ahli:24 

1. Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau 

perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum 

                                                           
22 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 8 

 
23Muladi dkk, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1992, hlm 13 
24 http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html, Diunduh 

pada 15 Agustus 2017 pukul 10.30 Wib 
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pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan 

kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 

2. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran 

norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja 

ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 

penjatuhan hukuman trhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 

3. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan 

melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 

tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan 

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 

4. Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan isilah peristiwa 

pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan 

(handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), 

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau 

melalaikan itu). 

5. Sementara itu, Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak 

Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, 

terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut 

harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata 

pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. 
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6. Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, 

tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat 

dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi 

lima unsur, sebagai berikut : 

1.        Diancam dengan pidana oleh hukum, 

2.        Bertentangan dengan hukum, 

3.        Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld), 

4.        Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya, 

5.        Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum. 

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan 

delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-

undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana 

atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut 

para ahli hukum. 

Wirjono mengatakan bahwa:25 

 “Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah 

peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam 

UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, 

perngertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk 

kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh 

perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”. 

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:26 

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum 

dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian 

perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan 

perbuatan yang berifat pasif.   

                                                           
25 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, 

hlm.33. 
26 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.49. 
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Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:27 

 

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks 

suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di 

perbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang 

disediakan oleh hukum”.  

 

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni 

pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan 

buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. 

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, 

bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar 

dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut 

pandang masing-masing pakar. 

Unsur-unsur tindak pidana 

1. Unsur formal meliputi : 

a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak 

berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. 

b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan 

dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah 

mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu 

kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka 

tidak ada tindak pidana. 

                                                           
27 Jan Remelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana 

Indonesia), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1. 
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c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur 

tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah 

dilakukan. 

d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan 

yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang 

melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan 

sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat 

perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan 

yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat 

yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. 

e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat 

ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari 

pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. 

2. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, 

yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan 

yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi 

rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, 

maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.  

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 

dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.  

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:28 

a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa). 

                                                           
28Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, 

hlm.24 
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b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau 

poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) 

KUHP. 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang 

terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan, dll. 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad 

yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut 

Pasal 340 KUHP. 

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan 

tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:29 

a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid. 

b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 

pegawai negeri. 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana 

sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai 

akibat. 

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori : 

                                                           
29Adami Chawazi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.79. 
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 Batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni : Moeljatno, R. 

Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran monistis dan Jonkers, 

Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistik. 

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:30 

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia. 

b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan 

hukuman oleh undang-undang. 

c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum. 

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada 

pembuat. 

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. 

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada 

pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman 

(diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu 

dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana. 

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak 

pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:31 

a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia). 

                                                           
30 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011, 

hlm.98. 
31 Adami Chazawi, Op Cit, hlm.80. 
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b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. 

c. Diadakan tindakan penghukuman. 

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana adalah suatu perbuatan 

dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang 

yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan 

melawan hukum karena ada alasan pembenar, berdasarkan pasal 50, pasal 51 

KUHP. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :32 

a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh 

undang-undang. 

b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu 

harus diatur dalam sebuah undang-undangtetapi juga dengan 

perasaan keadilan dalam masyarakat. 

Sifat melawan hukum untuk yang tercantum dalam undang-undang 

secara tegas haruslah dapat dibuktikan. Jika unsur melawan hukum dianggap 

memiliki fungsi positif untuk suatu delik maka hal itu haruslah dibuktikan. 

Jika unsure melawan hukum dianggap memiliki fungsi negative maka hal itu 

tidak perlu dibuktikan. 

Sifat Kesalahan, berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu Geen straf 

zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwa tidak dipidana 

jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan 

yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.Tindak pidana hanyalah 

                                                           
32Erdianto Efendi,Op Cit, hlm.33. 
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menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, 

kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana 

sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah 

dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai 

kesalahan33.Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan 

atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. 

Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu 

rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut 

dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi 

semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. 

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan 

untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian 

bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung 

pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan willens en 

wetens. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu 

perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau 

haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau 

haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. 

Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai 

unsur kelalaian atau kelapaan atau culpayang dalam doktrin hukum pidana 

disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld dan 

kealpaan disadari atau bewuste schuld. Dimana dalam unsur ini faktor 

                                                           
33 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm 28 
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terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari 

perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati34.Wilayah culpa ini terletak 

diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai 

apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu 

menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 

undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja 

namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat 

yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan 

perbuatan itu sama sekali.Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya 

adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku 

seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari 

perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa 

akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat 

dihukum dan dilarang oleh undang-undang. 

Maka dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada 

hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya 

itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara 

perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana 

dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu. 

Teori pemidanaan dibagi dalam tiga golongan besar, dapat diuraikan 

sebagai berikut:35 

                                                           
34 Lamintang, Op Cit, hlm.42 
35Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1996 
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1. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings 

theorieen). 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). 

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu 

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. 

2. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen) 

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau 

pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, 

tetapi mampunyai tujuan tertentu yang bermafaat. Dasar pembenar 

adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana 

dijatuhkan bukan karena orang yang membuat kejahatan (quia 

peccatum est) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan 

(ne peccetur). Menurut teori ini, pemidanaan merupakan sarana untuk 

melindungi kepentingan masyarakat. 

3. Teori gabungan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga 

macam sifat, yaitu: 

a) Bersifat menakut-nakuti (afschrikking). 

b) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering). 

c) Bersifat membinasakan (onschadelijk maken). 

 

B. Tindak Pidana Narkotika.  
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Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan 

dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain 

pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, 

sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan 

ketertiban masyarakat yang pada akhirnya menganggu ketahanan nasional. 

Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi 

dengan baik secara nasional maupun internasional.36Narkotika adalah zat atau 

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi 

sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: 

 “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang 

menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh 

tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan 

semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-

sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis 

bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia 

di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.37 

Yang dimakud narkotika dalam UU No. 35/2009 adalah tanaman 

papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium 

obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, 

tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan 

kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang 

                                                           
36http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positif-

indonesia, Diunduh pada tanggal 20 Agustus 2017 pukul 14.00 Wib 
37 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, hlm.7 
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belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti  morfina atau kokaina 

yang ditetapkan mentri kesehatan sebagai narkotika, apabila 

penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang 

merugikan, dan campuran- campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung 

garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-

bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan mentri kesehatan sebagai 

narkotika. 

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 : 

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan 

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ 

atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 

banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan. 

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang 

Narkotika (Uu No. 35/2009 ) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika.Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, 
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maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku 

tindak pidana narkotika berikut ini: 

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 

2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang PengesahanUnited 

Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and 

Pshychotriphic Suybstances 19 88 ( Konvensi PBB tentang 

Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotrapika, 1988) 

3. Undang-Undang  RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai 

pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997. 

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana 

narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika.Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-

undang No. 35 tahun 2009  tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Sebagai pengguna 

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-

undang Nomor 35 tahun 2009  tentang Narkotika, dengan 

ancaman hukuman paling lama 15 tahun. 

2. Sebagai pengedar 

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 

Undang-undang No. 35 tahun 2009  tentang narkotika, dengan 

ancaman hukuman paling lama 15 + denda. 

3. Sebagai produsen 
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Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-

undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling 

lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda. 

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan 

Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam 

Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena 

Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang 

dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini 

dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan 

terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.Selain itu, diatur pula mengenai 

sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan 

Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai 

pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana 

penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana 

mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada 

golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. 

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan 

Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden 

Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika 

Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan 
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lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi 

melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan 

menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat 

kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN 

berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan 

kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN 

kabupaten/kota.38 

Sangsi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat 

dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan 

hukum ataucriminal law enforcement sebagai bagian dari criminal policy atau 

kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan 

dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan 

menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan 

sanksi pidana (penal).39 

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada 

hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni:40 

a. takut berbuat dosa; 

                                                           
38Sumarno Ma’asum, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, CV. Mas 

Agung, Jakarta, 1987, hlm 18 
 
39Ibid, hlm 36 
40 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, Raja Grafindo, Jakarta, 2004,hlm 3 
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b. takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum 

yang bersifat imperatif; 

c. takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non 

penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi; 

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. 

Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:41 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-

undang saja; 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau 

membentuk maupun yang menerapkan hukum; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum 

tersebut berlaku atau diterapkan; 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa 

yangdidasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan 

esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur 

dari efektivitas penegakan hukum. 

Didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan 

                                                           
41Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, 

Jakarta.hlm. 51 
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dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan 

penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri 

Kesehatan.Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 

7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan 

narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur 

dalam undang-undang tersebut. 

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, yaitu : Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan 

narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang narkotika, memberikan pengertian Peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 

yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan 

sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang 

ditentukan dalam undang-undang. 

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkotika dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum 

sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang 

sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di 

pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga 
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rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim 

untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan 

kepada Tim Asesmen Tepadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap 

Terdakwa. 

Macam-Macam Rehabilitasi Narkotika42 

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika(“UU Narkotika”) dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, 

yaitu: 

1.    Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan 

secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan 

Narkotika. 

2.    Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara 

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu 

Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam 

kehidupan masyarakat. 

Pihak yang Direhabilitasi Narkotika adalah Pecandu Narkotika 

dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial.Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi43 (“Peraturan 

BNN 11/2014”) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban 

                                                           
42 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
43Peraturan Badan Narkotika Nasional 11/2014 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/04/28/PERKA_BNN_11_THN_2014.pdf
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/nprt/1060/uu-no-35-tahun-2009-narkotika
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Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai 

Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang 

menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di 

pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga 

rehabilitasi. 

Waktu diputuskannya rehabilitasi. Putusan hakimlah yang menentukan 

apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani 

rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana 

yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum 

adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. 

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika: 

(1)   Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: 

a.    memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika 

Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana Narkotika; atau 

Penjelasan: 

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata 

memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian 

bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) 

bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. 
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b.    menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan 

menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 

jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana Narkotika. 

Penjelasan: 

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan 

bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian 

bahwa penetapan hakimtersebut bukan merupakan vonis 

(hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. 

Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu 

penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi 

tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan. 

(2)  Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu 

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 

 Begitu pula untuk Penyalah Guna narkotika (termasuk yang kemudian 

menjadi korban penyalahgunaan narkotika), penentuan apakah ia direhabilitasi 

atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 

ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan 

atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah 

Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
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Namun, meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu 

penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa 

menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, 

atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa 

sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi. 

Syarat Permohonan Rehabilitasi44 

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari laman Badan Narkotika 

Nasional (“BNN”), syarat-syarat permohonan rehabilitasi itu adalah 

1. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN berisi antara lain: 

a.    Identitas pemohon/tersangka 

b.    Hubungan Pemohon dan tersangka 

c.    Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan 

Tersangka 

2. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar) 

3. Foto Copy Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka 

4. Foto Copy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa 

Hukum/Pengacara Tersangka dan surat kuasa dari keluarga 

5. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga 

Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/Mahasiswa 

6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai 

pekerja/pegawai 

7. Fotocopi surat penangkapan dan surat penahanan 

8. Surat Keterangan dari tempat rehgabilitasi, bila yang 

bersangkutan pernah atau sedang proses Rehabilitasi 

9. Surat Rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut umum atau 

hakim untuk direhabilitasi/asesmen 

10. Fotocopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa 

Penuntut Umum atau Hakim 

11. Surat Pernyataan bermaterai 

12. Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli 

13. Foto copy KTP Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/ 

Kuasa Hukum 

14. Foto copy kartu keluarga 

15. Foto copy izin dari pengacara 

  

                                                           
44 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. 

http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/upt-tr-lido/persyaratan-dan-layanan/8004/syarat-syarat-permohonan-rehabilitasi
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/upt-tr-lido/persyaratan-dan-layanan/8004/syarat-syarat-permohonan-rehabilitasi


54 
 

Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika 

A.   Pecandu Narkotika 

1.   Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur 

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur 

wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, 

dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 

ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau 

perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

2. Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur 

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau 

dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, 

rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan 

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

B. Pedoman Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika yang DirehabilitasiSedangkan, pedoman teknis 

penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan 

sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi adalah Peraturan 

BNN 11/2014. 

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa 

hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam 

penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, 
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penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, 

perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Penentuan 

rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen 

Terpadu.Jaksa Penuntutan Umum atau Hakim lah yang meminta bantuan 

untuk terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap terdakwa.Bantuan 

asesmen ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN 11/2014 ini dan 

hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan 

Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen. 

Jadi, meskipun Peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah 

pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon 

penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan 

asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di 

pengadilan, Jaksa atau Hakim dapat memohon asesmen pula kepada Tim 

Asesemen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN 

11/2014. 

Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan: 

a. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi 

rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau 

tertangkap tangan. 

b. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap 

tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan 

penyalahgunaan Narkotika. 

 

 


